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Abstract. The advancement of information and communication technology has given rise
to the cyber era, transforming the way society interacts, including how individuals express
their opinions on social media. This has given rise to the phenomenon of hate speech, often
conveyed anonymously and with serious psychological and social impacts. Although hate
speech is regulated under the UU ITE and KUHP (UU No. 1 Tahun 2024), law enforcement
against hate speech, such as in the case of the anonymous account "Fufufafa," still face
significant challenges. Therefore, there is a need for stronger regulations, public education,
and improved coordination among law enforcement agencies. This research uses a
qualitative method with descriptive analysis through a criminological approach, particularly
Differential Association Theory. The analysis was conducted to determine the factors
causing the perpetrator of the "Fufufafa" account to commit hate speech on social media and
to understand the implementation of applicable criminal law regulations regarding hate
speech cases by the "Fufufafa" account on social media.
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Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan era cyber
yang mengubah cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam menyampaikan pendapat di
media sosial. Hal ini memunculkan fenomena hate speech, yaitu ujaran kebencian yang
sering disampaikan secara anonim dan berdampak serius secara psikologis maupun sosial.
Meskipun telah diatur dalam UU ITE dan KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2024),
penegakan hukum terhadap hate speech, seperti pada kasus akun anonim “Fufufafa”, masih
menghadapi tantangan sehingga diperlukan penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan
koordinasi antarpenegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan analisis deskripstif melalui pendekatan kriminologi, khususnya Teori Asosiasi
Diferensial. Analisis dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku akun “Fufufafa”
melakukan tindakan hate speech di media sosial serta mengetahui implementasi aturan
hukum pidana yang berlaku terhadap kasus hate speech oleh akun "Fufufafa" di media sosial.
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A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi semakin pesat dan membawa
perubahan yang signifikan dibandingkan satu dekade lalu. Perkembangan informasi ini disajikan
dengan canggih dan mudah diakses, dan teknologi telekomunikasi memungkinkan konektivitas jarak
jauh untuk tujuan bisnis. Hal ini menandai dimulainya era baru dalam dunia bisnis yaitu Era Cyber.
Era cyber ini berdampak besar pada cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan
munculnya Internet dan media sosial, setiap orang memiliki akses tak terbatas untuk berbagi
informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam diskusi. Perubahan perilaku sosial
masyarakat dalam menggunakan media sosial sangat dipengaruhi oleh sifat interaktif dan anonimitas
yang diberikan oleh platform media sosial. Pengguna sering merasa lebih berani untuk
mengungkapkan pendapat yang ekstrem atau kontroversial, termasuk hate speech, karena tidak ada
konsekuensi langsung yang terlihat.

Hate speech atau ujaran kebencian, telah menjadi salah satu isu kriminologi yang penting di
era digital. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, tindakan-tindakan tersebut
tidak hanya semakin sering terjadi, namun juga semakin kompleks. Kajian kriminologi tentang hate
speech di media sosial bertujuan untuk memahami karakteristik, penyebab dan akibat dari tindakan
tersebut, serta upaya penanggulangannya. Hate speech didefinisikan sebagai pernyataan yang
merendahkan, menghina, atau menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan
karakteristik tertentu, seperti ras, agama, atau orientasi seksual. Dalam konteks kriminologi, hate
speech dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan yang melanggar norma sosial dan hukum, sehingga
memerlukan kajian lebih mendalam.

Salah satu teori kriminologi yang paling berpengaruh adalah Teori Asosiasi Diferensial, yang
dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland, seorang sosiolog terkemuka dari Amerika Serikat. Teori ini
pertama kali diutarakan dalam bukunya yang berjudul Principles of Criminology pada tahun 1934.
Sutherland membuat teori ini sebagai tanggapan terhadap pendekatan biologis dan psikologis terhadap
perilaku kriminal. Menurutnya, kedua pendekatan tersebut kurang memperhatikan aspek sosial dari
tindakan kriminal. Menurut Sutherland, "Perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari
melalui interaksi dengan orang lain". Seseorang akan cenderung melakukan tindak kriminal
jika mereka sering berhubungan dengan individu atau kelompok yang mendukung dan
menganggap wajar perilaku menyimpang

Menurut ((Ahmadi et al., 2023), Teori Asosiasi Diferensial juga menekankan pada mekanisme
pembelajaran melalui peniruan (imitasi), penguatan (reinforcement), dan penerimaan nilai-nilai
tertentu. Dalam hal ini, perilaku kriminal dipelajari dengan cara yang sama seperti perilaku lainnya:
melalui proses sosial yang melibatkan observasi dan interaksit. Mekanisme imitasi memegang
peranan penting karena individu seringkali cenderung meniru perilaku yang mereka amati di
lingkungan sosialnya. Selain itu, penguatan positif dalam bentuk dukungan atau penghargaan dari
kelompok sosial yang sama akan membuat individu merasa bahwa tindakannya dapat diterima
dan bahkan diinginkan.

Teori Transisi Ruang dikembangkan oleh Prof. Karuppannan Jaishankar, seorang kriminolog
asal India yang mendalami fenomena cybercrime. Jaishankar memperkenalkan teori ini dalam artikel
berjudul 'Cybercrime’ untuk menjelaskan hubungan antara aktivitas kriminal di dunia nyata dan
aktivitas kriminal di media sosial. Menurutnya, teori-teori kriminologi konvensional belum mampu
menjelaskan sepenuhnya penyebab dan durasi aktivitas kriminal di Internet karena perbedaan antara
dunia fisik dan dunia maya. Jaishankar mengatakan bahwa memahami dinamika kejahatan di dunia
digital memerlukan pendekatan yang berbeda karena lingkungan online memiliki karakteristik unik
seperti anonimitas, kurangnya kontak fisik, dan interaksi melalui identitas virtual.

Menurut ((Ahmadi et al., 2023), cara orang bertindak bisa sangat berbeda ketika mereka
berpindah dari dunia fisik ke dunia maya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan norma sosial dan
struktur kontrol di kedua ruang tersebutt. Di dunia nyata, perilaku individu cenderung dibatasi oleh
norma-norma sosial yang jelas dan mempunyai risiko pengawasan dan dampak hukum yang lebih
besar. Namun, di dunia maya, orang merasakan kebebasan yang lebih besar karena anonimitas dan
lebih sedikit pembatasan fisik. Karena mereka dapat berinteraksi tanpa mengungkapkan identitas
aslinya, perilaku mereka seringkali berbeda dengan perilaku mereka di dunia nyata.
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Dalam bukunya Philosophy of Law, Immanuel Kant menyatakan bahwa hukuman harus adil
berdasarkan prinsip keadilan, bukan hanya untuk kebaikan masyarakat atau mengubah perilaku pelaku
kejahatan. Menurut Kant, hukuman bukan digunakan untuk menyembuhkan orang yang melakukan
kejahatan atau mencegah kejahatan, melainkan untuk memberikan akibat yang sesuai dengan tindakan
kriminal yang dilakukan. Kant mempercayai bahwa seseorang harus mendapat hukuman yang
sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya, tanpa memperhitungkan hal-hal lain seperti efek jera
atau manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, teori ini disebut sebagai keadilan retributive atau teori
pembalasan, karena yang utama adalah tentang "membalas" atau memberikan hukuman sesuai dengan
kesalahan yang dilakukan.

Menurut ((Ahmadi et al., 2023), hukuman hanya dapat diterapkan jika ada bukti yang kuat
bahwa pelaku telah melakukan kejahatan. Hukuman harus diberikan sebagai tanggapan terhadap
tindak kriminal yang sudah terjadi, bukan hanya berdasarkan pada kemungkinan ancaman atau dugaan
yang ada. Selain itu, Kant mengatakan bahwa keadilan haruslah tidak memihak. Maksudnya,
hukuman tidak boleh dipengaruhi oleh dendam atau kebencian pribadi, tetapi harus dilakukan secara
objektif demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Maka, dalam teori pembalasan, hukuman dianggap
sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu karena pelanggaran hukum.

Banyaknya ujaran kebencian bukan hanya disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga oleh
lemahnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum di platform media sosial. Faktor-faktor
seperti anonimitas, kecepatan penyebaran informasi, dan minimnya pengetahuan digital menjadi
pemicu utama tersebarnya konten negatif di dunia maya. Dalam hal ini, penanganan isu memerlukan
pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak cukup hanya mengandalkan tindakan hukum yang ketat,
masyarakat juga perlu ditingkatkan pemahaman literasi digitalnya agar bisa membedakan antara hak
untuk berbicara dan batasan dalam berekspresi. Pendidikan mengenai etika digital serta kampanye
untuk mendorong toleransi juga sangat penting guna mencegah penyebaran konten yang bersifat provokatif.

Untuk memahami faktor penyebab tindakan ujaran kebencian melalui akun anonim seperti
Fufufafa ini, Penulis percaya penting untuk mendekatinya dari perspektif kriminologi, ilmu yang
mempelajari kejahatan, pelakunya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks
kejahatan siber (cybercrime) seperti ujaran kebencian, beberapa teori kriminologi dapat memberikan
kerangka analisis, seperti teori asosiasi diferensial oleh Edwin H. Sutherland yang bisa menjadi
kerangka teori penting pada kasus ini. Menurut Sutherland, perilaku kriminal merupakan hasil dari
proses pembelajaran melalui interaksi sosial dan bukan sesuatu yang diwariskan secara genetik.
Dalam konteks kejahatan Fufufafa, teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang
bagaimana dunia maya menjadi faktor utama sebagai tempat pembelajaran dan perkembangan
perilaku menyimpang.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya sering kali
terdapat permasalahan dalam penerapannya. Salah satu permasalahan utamanya adalah perbedaan
penafsiran tentang batasan antara hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin secara hukum dengan
perbuatan yang tergolong ujaran kebencian. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan menilai
apakah suatu pernyataan merupakan bentuk ekspresi yang sah atau sudah melewati batas dan
mengandung permusuhan yang tidak sah. Keadaan ini diperparah oleh tekanan politik, kepentingan
masyarakat, dan persepsi publik yang dapat membahayakan objektivitas proses peradilan.

Penanganan kasus ujaran kebencian di Indonesia seringkali dianggap diskriminatif atau
selektif oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku yang memegang kekuasaan politik atau
dekat dengan penguasa tampak diperlakukan berbeda dibandingkan masyarakat umum. Persepsi
ini berdampak negatif pada legitimasi lembaga penegak hukum dan dapat memicu krisis
kepercayaan masyarakat.

Dengan meningkatnya fenomena ujaran kebencian di media sosial juga menunjukkan bahwa
platform digital memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi
sarana untuk mengekspresikan opini yang positif dan konstruktif. Di sisi lain, jika dibiarkan, media
sosial dapat menjadi arena penyebaran kebencian, berita bohong, dan provokasi, yang berdampak
serius. Oleh karena itu, pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan pihak-pihak yang terkait sangat
penting untuk mengatasi masalah ini

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 dan Hukum Pidana tentang Ujaran Kebencian sudah ditegakkan dengan baik, Juga
berguna untuk memperdalam dan mendorong perkembangan ilmu hukum serta menjadi bahan kajian
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rujukan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum acara pidana terutama mengenai teknik penyidikan
tindak pidana hate speech seperti yang dilakukan akun “Fufufafa” serta langkah efektivitas dalam
penegakan hukum terkait hate speech di era digital.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan
perundang-undangan, literatur, serta sumber hukum terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif
untuk menjawab rumusan masalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbandingan Data Hate Speech Menurut Kominfo, SAFEnet, dan IndoToxic2024 (2022-2025)
dalam Konteks Kajian Kriminologi dan Penerapan Hukum Pidana

Untuk memahami perkembangan kasus ujaran kebencian di Indonesia, penting untuk melihat data
yang dihimpun dari berbagai lembaga. Setiap lembaga memiliki perspektif dan metode pencatatan
yang berbeda, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena hate
speech di ruang digital. Perbandingan ini juga membantu menilai sejauh mana intensitas penyebaran
ujaran kebencian terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini, digunakan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), serta IndoToxic2024 yang
mencatat aktivitas ujaran kebencian pada periode 2022 hingga Mei 2025. Penyajian data tersebut tidak
hanya menggambarkan tren peningkatan atau penurunan kasus, tetapi juga menjadi dasar analisis
dalam kajian kriminologi serta relevansinya terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia.
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Gambar 1. Data Statistik Tindakan Hate Speech di Media Sosial

Melalui grafik yang penulis lampirkan, terhitung dari tahun 2022 sampai dengan 2025,
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat adanya 1.787 laporan yang
masuk dari publik terkait dugaan adanya tindak pidana melalui sistem pengaduan konten. Hal
yang cukup menarik perhatian adalah data antara tahun 2023 dan 2024 memperlihatkan
penurunan jumlah laporan hingga 50%.

Berdasarkan laporan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet),
terdapat 2.353 kejadian terkait pembungkaman kebebasan berpendapat di Indonesia. Lonjakan tajam
terlihat pada masa pemilihan umum, tepatnya di tahun 2024 dengan kenaikan perkara yang mencolok
hingga 51% dari tahun sebelumnya yang mencapai total 1.107 kasus yang terdokumentasi. Hal ini
mengindikasikan bahwa suasana politik sangat berpengaruh terhadap peningkatan kejadian
pelanggaran ekspresi, termasuk juga maraknya penyebaran hate speech.
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Berdasarkan hasil dari IndoToxic2024 (dataset khusus penelitian hate speech dan konten
toksik informasi demografis annotator) terdapat sebanyak 6.815 unggahan di berbagai platform media
sosial yang menunjukkan indikasi adanya hate speech. Dari total banyaknya unggahan tersebut, dapat
diketahui bahwa pada tahun 2024 teridentifikasi adanya sejumlah 4.713 unggahan yang secara jelas
memuat konten ujaran kebencian. Platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hal ini
adalah Twitter (yang kini bernama X) serta YouTube. Data ini menggambarkan bahwa penyebaran
hate speech di dunia maya semakin meluas khususnya menjelang dan selama periode penting seperti
pemilihan umum.

Facebook
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== YouTube
mm Kaskus

ks N N
w o (5]

Persentase Hate Speech (%)

=
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Gambar 1. Data Statistik Tindakan Hate Speech di Media Sosial

Melalui grafik di atas, dapat dilihat bahwa sepanjang periode dari tahun 2022 hingga 15 Juni
2025 terjadi kecenderungan yang konsisten dalam penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di
berbagai platform media sosial. Pada platform Twitter/X, berbagai bentuk hate speech seperti
penghinaan (insults), pencemaran nama baik (defamation), penistaan agama (blasphemy), provokasi
(provocation), dan berita bohong (hoax) secara signifikan mendominasi percakapan bernada negatif.
Seluruh komentar negatif yang teridentifikasi pada platform ini diklasifikasikan sebagai hate speech
dalam konteks hukum, dan secara umum terdapat peningkatan sebesar 2% per-tahun dalam intensitas
ujaran kebencian, khususnya yang ditujukan terhadap kandidat Pilpres 2024. Dalam persepsi
pengguna, Twitter/X sering dianggap sebagai platform paling “beracun” atau “toxic,” yang tercermin
dari respons mayoritas publik berupa ungkapan seperti “Toxic? X!.

Sementara itu, Instagram juga tidak terlepas dari penyebaran ujaran kebencian dengan
intensitas yang terbilang cukup tinggi. Bentuk penghinaan menjadi yang paling sering ditemukan,
mendominasi sekitar 42% dari total ujaran kebencian (hate speech) yang berhasil diidentifikasi. Akun
Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo beserta beberapa selebritas Indonesia menjadi sasaran utama
dari ujaran kebencian (hate speech) tersebut. Setelah TikTok dan Twitter/X, Instagram menempati
urutan ketiga sebagai platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian.

Pada platform Facebook, penyebaran hate speech berkisar antara 18-22%. Angka ini memang
tidak separah di Twitter atau Instagram, akan tetapi pemberantasannya di Facebook menimbulkan
kesulitan tersendiri, terutama dalam pembuktian di mata hukum. Hal ini terkait dengan bukti
elektronik dan implementasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pengamatan pada grup diskusi, contohnya di
grup Facebook Kompas, memperlihatkan bahwa dari 17 akun yang diperiksa, 13 di antaranya
kedapatan menyebarkan penghinaan, sindiran pedas, dan berita bohong. Secara umum, lebih dari
separuh responden di dunia mengaku pernah melihat ujaran kebencian di Facebook dan tren yang
sama pun terjadi di Indonesia.

Menurut data yang ada, YouTube sepanjang tahun 2023 yang berasal dari 315 set data, terlihat
bahwa sekitar 43% konten termasuk dalam kategori early warning hate speech. Selain itu, 21% konten
berisi dehumanisasi, 19% berupa hasutan, dan 17% bersifat menyerang. Meskipun demikian, penting
untuk diketahui bahwa setelah YouTube memberlakukan aturan moderasi yang lebih ketat, tingkat
ujaran kebencian (hate speech) di platform YouTube ini terus menurun, dengan penurunan sekitar 2%.
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Pada platform forum diskusi lokal seperti Kaskus, terdapat perubahan signifikan yang mana
penyebaran ujaran kebencian (hate speech) pada platform ini terlihat jauh berkurang sejak tahun 2024,
Hal ini terjadi setelah ramainya kasus "Black Panda,” yang mengakibatkan banyak pengguna
meninggalkan Kaskus dan beralih ke berbagai platform media sosial lain. Sebelum tahun 2022 Kaskus
sempat jadi wadah utama untuk menyebarkan ujaran kebencian (hate speech). Sekarang, diperkirakan
bahwa jumlah ujaran kebencian di Kaskus hanya sekitar 11-15%.

Hasil dari penelitian ini, Penulis mengetahui persentase dari tindakan hate speech dengan
berdasarkan tahun dan beberapa aplikasi yang sangat rentan terjadinya tindakan ini. Jika dilihat dan
ditinjau dengan studi kasus akun anonim “Fufufafa” terdapat bebera[a faktor yang menyebabkan
seseorang melakukan tindakan tersebut, akan tetapi implementasi hukumnya tidak terlaksanakan
dengan baik, walaupun peraturan dan sanksi sudah dipertegas oleh negara.

D. Kesimpulan

Kasus ujaran kebencian oleh akun anonim "Fufufafa" mencerminkan kompleksitas kejahatan
siber yang tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor individu, tetapi juga oleh dinamika sosial di media
sosial seperti anonimitas, lemahnya pengawasan, serta pengaruh komunitas daring. Kualitas hubungan
sosial juga menjadi faktor di mana pelaku merasa terhubung secara emosional dengan komunitas
daringnya, tingkat loyalitasnya terhadap nilai-nilai kelompok juga meningkat. Pemanfaatan
anonimitas turut mendorong pelaku merasa bebas dari tanggung jawab sosial dan hukum, sementara
lemahnya pengawasan sosial serta algoritma media sosial memperkuat opini negatif. Oleh karena itu
dari faktor internal dan eksternal tersebut upaya penanganan hate speech tidak cukup hanya
mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga harus mencakup pendidikan literasi digital sejak dini,
intervensi dalam komunitas daring yang memperkuat narasi kebencian, serta kolaborasi aktif antara
pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat
secara sosial. Pencegahan yang bersifat sistemik dan menyentuh akar sosial menjadi kunci utama
untuk mencegah dan menghapus perilaku menyimpang seperti yang dilakukan akun "Fufufafa".

Tampak dalam kasus akun anonim "Fufufafa" ini bahwa hukum belum dijalankan secara
optimal. Meskipun unsur pelanggaran telah terpenuhi, proses hukum berjalan lamban dan tidak
transparan, bahkan terdapat hal yang dicurigai banyak intervensi politik. Hal ini menunjukkan bahwa
kelemahan bukan terletak pada substansi hukum, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan
integritas penegakan hukum. Selain itu, munculnya dugaan keterlibatan pejabat publik dalam kasus
ini memperparah persepsi ketidakadilan dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem
hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam aspek teknis, kelembagaan, serta
penguatan independensi aparat penegak hukum agar hukum benar-benar dapat ditegakkan secara
objektif, transparan, dan adil di era digital.
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